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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang
berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah
masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh
negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsan
dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan
negara karena jaringan yang luas.!

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan
dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja,
sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara
meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak
terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik
atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang
membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian,
kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun
internasional >

Urgensi berasal dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti

mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam

! Shodiq, Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum, (Jakarta Selatan: Pustaka
Harakatuna, 2018), hal 1.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantas Tindak
Pidana Terorisme.
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versi bahasa Indonesia yaitu ‘“urgensi” (kata benda). Dalam hal ini bisa
disimpulkan bahwa urgensi menyeru pada sesuatu yang mendorong kita atau yang
mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan demikianmengandaikan
terdapat masalah yang harus segera diselesaikan. Urgensi yaitu kata dasar dari
“urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadibagian atau yang
memegang peran utama atau unsur yang sangat penting.’

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani
sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga
tersebut paling sedikit 9 bulan.*

Tindak pidana yang dilakukan narapidana yang akan diajukan pembebasan
bersyarat. Maka kami asumsikan bahwa narapidana yang dimaksud melakukan
tindak pidana selain terorisme, narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika
ataupun korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hakasasi manusia
berat dan kejahatan transnasional lainnya. Adapun syarat yangharus dipenuhi bagi
narapidana untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat diantaranya:

1) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan
ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;

2) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan
terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;

3) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
dan

4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

3 Maslina Daulay, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang
Sehat”, Jurnal Hikmah. Vol. 12 No. 1 (2018), hal. 24.

4 Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
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Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk
sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat,
oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannyadi dalam sel
tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Di dalam
pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan
Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam
Lembaga Pemasyarakatan.’

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada
hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap.®

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang
yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang
baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina
adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan
rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab
untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam
masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.”

Pembinaan narapidana kategori ini tidak bisa dipandang sama
permasalahannya dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana

kriminal korupsi atau narkoba. Narapidana teroris lahir dari rahim radikalisme dan

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
¢ Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan, Kamus Induk Istilah IImiah Seri Intelectual, (Surabaya:
Target Press, 2003), hal 54.
7 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,
UNIVERSITAS MEVAdYaAREAPenerbit Liberty, 1986), hal. 187
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terorisme.®

Pembinaan narapidana teroris tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan yang lebih menekankan kepentingan keamanan, ketertiban
umum dan rasa keadilan masyarakat.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di lembaga
Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana yakni:

1) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;

2) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;

3) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk
mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;

4) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;

5) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang
bersifatmendidik;

6) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;

7) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;

8) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta juga dapat menjadi ancaman bagi
kedaulatan Negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, tertib, damai dan

sejahtera. Karena terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang

8 A.M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, (Jakarta:

UNIVERSITAS MBDANaARBR), hal. 266
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mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Maka
pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi
Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut maka akan membuat para aparat
penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan
teroris tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap
teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga
diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan terorisme.’

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan bekerjanya
sistem peradilan pidana, maka permasalahannya bukan sekedar bagaimana
menghukum pelaku terorisme, tapi juga memberikan ruang deradikalisasi terhadap
narapidana terorisme yang berada didalam Lembaga Permasyarakatan(LAPAS).

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban
serta merupakan Salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara,
karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang
menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan
kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara
berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat
dilindungi dan dijunjung tinggi.

Lapas Kelas I Medan, laksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap 2 (dua)

® Mochamad Nurhuda Febriyansah, Lailatul Khodriah, dkk, “Upaya Deradikalisasi
Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang”, Seminar

UNIVERSITAS MERADhARIEIAIM Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 1 (2017), hal. 92-93.
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orang Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lapas Kelas I Medan yaitu atas nama
narapidana TR (36) dan EF (22), keduanya adalah Terpidana kasus Terorisme, yang
dijatuhi hukuman masing-masing yaitu 4 tahun dan 3 tahun 6 bulan. Kedua WBP
Tindak Pidana Terorisme tersebut diberikan hak Pembebasan Bersyarat,
sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti
Bersyarat dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana
Terorisme, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan,berkoordinasi
dengan Densus 88 AT/Polri, Kepolisian Resor Kota Besar Medan, serta Badan
Intelijen Strategis (BAIS), dalam melaksanakan pendampingan terhadap
Pembebasan Narapidana Terorisme.

Setelah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas
1 Medan, narapidan Terorisme yang mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat,
dibawa ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan (BAPAS) sebagai pihak yang
melakukan pendapingan selama Narapidana menjalani masa Pemebebasan
Bersyarat, dan kemudian akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Medan selaku pihak
yang melakukan Pengawasan.

Nantinya, setelah semua proses Pembebasan Bersyarat selesai
dilaksanakan, Narapidana Terorisme diharuskan melakukan Wajib Lapor kepada
Bapas Kelas I Medan dan Kejaksaan Negeri Medan, sebanyak 1 (satu) kali setiap

bulannya.'”

UNIVERSITAS MEDAN ARMBAs://lapaslmedan.com/ (Dikutip, 26 November 2022, 21.00 WIB)
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Berikut tabel rekapitulasi pelaksanaan Re — Integrasi Lapas dan Rutan :

Rekapitulasi jumlah w is roses reinte i
TAHUN TINDAK. PERMOHONAN | DITERIMA | DITOLAK
| PELAKSANAAN | PIDANA 1
2019 TERORISME 13 07 5
2020 TERORISME | 10 10 0
2021 :RORIS (12 1 |
2022 JERORISME | 04 2

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Terorisme (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1

Medan)”

1.2. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang
yang dipaparkan di atas sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat bagi
narapidana terorisme?
2. Bagaimana program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana
terorisme di lapas tanjung gusta kelas 1 Medan?
3. Bagaimana kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi

narapidana terorisme di lapas tanjung gusta kelas 1 Medan?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat
bagi narapidana terorisme.

UNIVERSITAS MEDAN AR®wk mengetahui program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi
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narapidana terorisme di lapas tanjung gusta kelas 1 Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi

narapidana terorisme di lapas tanjung gusta kelas 1 Medan.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:
1) Secara Teoritis
Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya
hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya
hukum dibina dengan perubahan perubahan masyarakat. Hasil penelitian dapat
dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep
ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan hukum pidana khususnya mengenai program reintegrasi

pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme (studi kasus di lapas kelas 1

medan).

2) Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga

sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang

hukum yang terkait sebagai berikut:

a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu
karya ilmiah serta mengetahui tentang suatu program reintegrasi
pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan di kalanganakademis
untuk menambah wawasan dalam bidang kepidanaan dalam hal ini
dikaitkan dengan program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi

narapidana terorisme.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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c. Sebagai pedoman dan masukan semua pihak terutama polsuspas.

1.5. Keaslian Penelitian
Adapun penelitian lain mengenai program  reintegrasi
pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah dilaksanakan oleh:
1. Edward Pahala Situmorang, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Medan Area
Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 141803074, meneliti

tentang Analis Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan

membahas:

a. Apa tujuan dilakukannya pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?

b. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?

c. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?

2. Mutiah Robiah Adawiyah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan
Nomor Induk Mahasiswa 11150520000008, meneliti tentang PolaPembinaan
Mantan Narapidana Kasus Terorisme Melalui Program Disengagement di
Yayasan Prasasti Perdamaian. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan
membahas:

a. Bagaimana pola pembinaan mantan narapidana kasus terorisme yang
dilakukan yayasan prasasti perdamaian?

b. Bagaimana dampak program disengagement bagi mantan narapidana kasus
terorisme di yayasan prasasti perdamaian?

3. Delia Putri, Mahasiswi Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan NomorInduk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Mahasiswi 181010267, meneliti tentang Pelaksanaan Program Reintegrasi
Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

a. Bagaimana pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A Pekanbaru?

b. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program reintegraasi sosial
bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
Berdasarkan pemaparan diatas judul “Reintegrasi Pembebasan

Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)” dengan rumusan masalah dan

membabhas :

1.  Bagaimana pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat bagi
narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan?

2. Bagaimana program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi
narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan?

3. Bagaimana kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi
narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat
2.1.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Dasar pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan , Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ,
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi , Cuti Mengunjungi Keluarga , Pembebasan Bersyarat , Cuti
Menjelang Bebas , dan Cuti Bersyarat , dan Surat EdaranKementerian Hukum dan
HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketentuan pasal yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam pasal 43,43A, dan
43B. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam
pengaturan pembebasan bersyarat terdapat pada pengetatan syarat-syarat tertentu
untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana
tertentu. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999menjelaskan
pengertian singkat dari pembebasan bersyarat yakni “Pembebasan bersyarat adalah

proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan)
bulan.”

Pemberian Hak pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang
— Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana
narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak
atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cui bersyarat, dan
lain lain."!

Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti
menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka
mencegah dan penanggulangan penyebaran covid-19 di atur dalam Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020. "2

Pembebasan  Bersyarat merupakan program  pembinaan  untuk
mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2.1.2.Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pengaplikasian pemberian pembebasan bersyarat mengikuti peraturan hukum
yang ada,yakni acuan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2018 jo. Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Peraturan Menteri
Hukum dan HAM tersebut memuat syarat substantif dan administratif yang harus
dipenuhi, syarat tersebut antara lain:
1.  Syarat Substantif

a.  Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu:

' Pasal 10 Undang — Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan.
UNIVERSITAS MEDAN AREAturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020.
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1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang

menyebabkan dijatuhi pidana

2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang

positif

3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan

bersemangat

4) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan

narapidana yang bersangkutan

5) Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak

pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam

waktu 9 (sembilan) bulan terakhir!?

b.  Untuk Anak Negara, yaitu :

1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaranyang

dilakukan.

2) Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.

3) Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun

dan bersemangat.

4) Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang

bersangkutan.

5) Berkelakuan baik.

6) Masa pendidikan yang telah menjalani masa di LAPAS Anak

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.'*

2. Syarat Administratif

13 Pasal 82 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 jo. 84 Permenkumham Nomor 7 Tahun

2022.
UNIVERSITAS MEDAN ARBE#!l 89 s/d 92 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018
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a.  Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan adalah:

1) Kutipan putusan Pengadilan (ekstrak vonis).

2) Laporan penelitian kemasyrakatan dari Balai Pemasyarakatan atau
laporan perkembangan dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.

3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana
pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

4) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata
tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

5) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak
keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui
oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnyalurah atau
kepala desa'®

b.  Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan

syarat tambahan :

1) Surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing yang
bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat.

15 Pasal 88 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 jo. Pasal 83, 87 Permenkumham Nomor
UNIVERSITAS MEDAMAREA
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2) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai
status keimigrasian yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri
ini selain syarat substantif dan administratif juga terdapat ketentuan
bahwa Pembebasan Bersyarat tidak diberikan kepada :

a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang
kemungkinan akan terancam jiwanya.
b) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang
kemungkinan akan melakukan lagi tindak pidana.
c) Narapidana yang sedang menjalani penjara penjara seumur
hidup.'®
Adapun pembaruan undang - undang terbaru tentang pemasyarakatan,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan
perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang
meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan, Kemasyarakatan, Perawatan,
Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Adapun pemenuhan hak bersyarat
bagi narapidana yang dimaksud meliputi remisi, asimilasi, cutimengunjungi atau
dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan
bersyarat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai denganhuruff Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.!”

2.2. Tinjauan Umum tentang Narapidana
2.2.1. Pengertian Narapidana

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang

16 Pasal 93 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.
UNIVERSITAS MEDAN ARRAs://lapasselong.kemenkumham.go.id/ , 26 Maret 2023, pukul 18.00 WIB

Document Acceptdd 5/11/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)5/11/24


https://lapasselong.kemenkumham.go.id/

Zacky Abdul Aziz Panjaitan - Reintegrasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme....

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah seseorangyang
sedang menjalani hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana ini merujuk kepada individu yang telah
diputus bersalah oleh pengadilan dan keputusan hukumnya sudah bersifat final.'®

Narapidana merupakan individu yang tengah menjalani hukuman penjara
atau tahanan di suatu fasilitas penjara. Mereka adalah individu yang sedang
menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk
mendapatkan pembinaan sehingga setelah keluar dari penjara, mereka dapat
menjadi individu yang sadar dan tidak melanggar hukum lagi."

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai
arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang
dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas
kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama
waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan
sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota
masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Narapidana juga patut dihargai dan

dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota Masyarakat.*°

2.2.2. Tujuan Pemidanaan Narapidana

Pembinaan merujuk pada usaha pemerintah untuk menjaga keberlanjutan
serta kepentingan kolektif masyarakat, termasuk kebutuhan dan kepentingan
individual warga negara yang tidak seluruhnya dapat diatasi oleh mereka sendiri.

Jika seorang warga negara mengalami kerugian akibat tindakan orang lain dan tidak

8 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga
Pemasyarakatan.
19 R. Ahmas Soemadi Praja dan romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,
(Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 115
UNIVERSITAS MEDAN AREi4.
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dapat melakukan pembalasan sendiri, negara bertanggung jawab untuk mewakili
dan menegakkan kebutuhan serta kepentingannya.
Tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:
a. Setelah bebas dari penjara, tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
b. Menjadi individu yang bermanfaat, aktif berperan, dan kreatif dalam kontribusinya
untuk pembangunan bangsa dan negara.
¢. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencapai kebahagiaan di
dunia dan akhirat.?!
Pembinaan bertujuan untuk mencapai kesadaran, dan untuk mencapainya,
individu harus mengenal dirinya sendiri. Kesadaran merupakan fokus pembinaan
narapidana, dan pencapaian kesadaran dapat dilakukan melalui serangkaian tahap,

antara lain:
1. Memahami diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama.
3. Mengenali potensi individu.
4. Mengetahui cara memotivasi diri sendiri.
5. Mampu memberikan motivasi kepada orang lain.

6. Memiliki kesadaran tinggi terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat, agama,

bangsa, dan negara.

7. Mampu berpikir dan bertindak secara mandiri, membuat keputusan sendiri, dan bertindak

sesuai dengan keputusan tersebut, sehingga membentuk sikap mandiri.

8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.

UNIVERSITAS MEDAN AREBA.
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9. Menanggung tanggung jawab.

10. Menjadi individu yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, dan
rintangan dalam setiap langkah kehidupannya.??
Untuk membina narapidana, diperlukan penerapan prinsip-prinsip
pembinaan yang mencakup empat komponen, yaitu:

1. Individu itu sendiri, merujuk pada narapidana sendiri.

2. Lingkup keluarga, mencakup anggota keluarga inti atau keluarga terdekat.

3. Komunitas, melibatkan individu-individu yang berada di sekitar narapidana ketika masih
berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dan rutan, termasuk masyarakat umum,
pemimpin masyarakat, ataupejabat setempat.

4.  Pihak berwenang, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugaskeagamaan,
petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dansebagainya.?

Pembinaan narapidana bersumber dari inisiatif narapidana sendiri, bukan dari
pihak lain. Seseorang yang berkeinginan untuk mengubah dirinya perlu memenuhi

beberapa syarat, antara lain:

1.  Keinginan yang kuat.
2.  Keyakinan pada diri sendiri.
3.  Kepantasan untuk mengambil keputusan.

4.  Keberanian untuk menghadapi risiko.

5. Motivasi untuk terus-menerus mengembangkan diri ke arah yang
positif.>*

Dalam proses pembinaan narapidana, keterlibatan keluarga diharapkan

dengan menggunakan haknya untuk berperan aktif dalam mendukung perbaikan

22 |bid.
2 Ibid.
UNIVERSITAS MEDAN AREBA.
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anggota keluarga yang menjadi narapidana. Keterlibatan aktif tersebut
dipertimbangkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1.  Narapidana merupakan bagian integral dari keluarga.

2. Pentingnya kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Diperlukan pertukaran informasi dan komunikasi yang baik antarakeluarga
dan Lembaga Pemasyarakatan yang sedang melakukan pembinaan terhadap
narapidana.

4.  Konsistensi pembinaan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anggota
keluarga yang menjadi narapidana perlu dipertahankan secara
berkelanjutan.?

Keterlibatan masyarakat merupakan aspek yang sangat diinginkan dalam
upaya pembinaan narapidana. Selain memberikan perhatian kepada narapidana,
kunjungan dari anggota masyarakat juga memiliki dampak positif terhadap
perkembangan narapidana dan dapat memberikan dorongan agar mereka berubah

menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.?

2.3.Tinjauan Umum Tentang Narapidana Terorisme
2.3.1.Pengertian Narapidana Terorisme
Terorisme merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini belum ada
kesamaan definisi terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan terorisme merupakan
suatu hal yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang/multi-perspektif layaknya
sebagai suatu tindakan yang mencakup bidang politik, sosiologi, kriminologi,
hubungan internasional, psikologi, tindak pidana dan lain sebagainya, dengan

demikian definisi terorisme tergantung dari mana memandang suatu tindakan

25 |bid.
UNIVERSITAS MEDAN AREBA.
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terorisme tersebut. Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan dengan
fenomena konvensional namun terorisme berbeda dengn benuk kejahatan biasa
karena memerlukan adanya suatu bentuk orgnisasi, perlunya dukungan financial
dan membutuhkan akses senjata dan juga bahanpeledak serta perlunya dukungan
politik untuk mempertahankan gerakannya.?’

Terorisme merupakan sebuah istilah yang memiliki banyak pengertian
Terorisme dalam Bahasa Inggris disebut “terrorism” dari kata “terror” dan
pelakunya disebut “terrorist”. Menurut Knet Lyne Oot, terorisme mengandung
pengertian sebagai berikut:

a.  Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan
ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material.

b.  Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain.

c.  Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas.

d.  Tindakan kriminal bertujuan politis.

e.  Kekerasan bermotif politis.?

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme adalah
merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya
terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat,
sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.
Sedangkan menurut Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut
kekuasaan dari kelompok lain , dipicu oleh banyak hal seperti, pertentangan agama,
ideologi, etnis, dan kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi

masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatism dan ideology

27 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Penerbit
Refika Aditama, 2011), hal. 57.
UNIVERSITAS MEDAN AR¥ ARiza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah, (Jakarta: hikmah, 2007), hal. 172-173.
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fanatisme.”’

Menurut Paul Wilkinson, secara umum terorisme dibagi menjadi 3 jenis,
yaitu:

a.  Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis
dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.

b.  Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis
untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah
tatanan politik.

c.  Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk
menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk
perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.**

Menurut Gibbs yang dikutip Yamin menyatakan bahwa, untuk
mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, yakni dengan mengetahui
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagiamana berikut:

a.  Perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud mengubah
atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau
suatu populasi.

b.  Memilki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para pertisipan,
identitas anggota, dan tempat persembunyian.

c.  Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.

d. Bukan merupakan perperangan biasa karena mereka menyembunyikan
identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan

mereka.

2 A.C Manulang, Terorisme dan Perang Intelijen, (Jakarta: Terbitan Manna Zaitun,
2006), hal. 10.
30 Ali Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, (Bandung: Penerbit Mandar
UNIVERSITAS MEDAN 2888 Aual. 25.
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Adanya partisipan yang memiliki pemikiran pemikiran atau ideologi yang
sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan
norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan
kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.’!

Selanjutnya menambahkan pendapat Riza Sihbudi yang dikutip oleh Alif
Arrosyidi, yang memaparkan bahwa terorisme bisa dipahami sebagai berikut:

1.  terorisme adalah sebuah aksi militer atau psikologis yang didesain untuk
menciptakan kerusakan material dan ekonomi;

2. terorisme adalah metode untuk memaksa prilaku orang lain. Metode ini sering
dilakukan dengan cara melakukan penyerangan terhadap korbannya dengan
tujuan agar korban bertindak seperti apa yang diinginkan oleh si teroris;

3.  terorisme digambarkan sebagai tindakkan kriminal untuk mendapatkan
publikasi;

2. terorisme adalah tindakkan kriminal yang memiliki tujuan politik;
terorisme adalah tindakkan criminal yang bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan politik dan ekonomi.*?

2.3.2.Hak-Hak Narapidana Terorisme

Hak-hak narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995
adalah sebagai berikut:

1) Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupunjasmani,
mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan

dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan

3 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 293.

32 Alif Arrosyid, “Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di
UNIVERSITAS M BEDBJ&AMNARERSsis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hal. 88
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dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan
upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga,
penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa
pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti
mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti
menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak
Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjutdengan
Peraturan Pemerintah.’

Pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
No0.99 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 Jo. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagian pertama mengenai
hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama ataukepercayaannya diatur
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib
mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan
kepercayaannya masing-masing. Bagian kedua mengenai hak untuk mendapat
perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olahraga
dan rekreasi, mendapatkan perlengkapan pakaian,perlengkapan tidur dan mandi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9
sampai dengan Pasal 13. Lapas berkewajiban penuh memberikan pendidikan dan

pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan

33 Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan
UNIVERSITAS MBED#Ni@dRHdalam Sistem Pemasyarakatan”, Jurnal Recidive, Vol. 2 No. 2, (2013), hal. 103-104.
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pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi
pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan
pengajaran. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yanglayak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lapas
wajib memeperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang
layang sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada. Pelaksanaan hak.**

Untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana narapidana
berhak untuk mnyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS apabila terjadi
tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas lapas yang mengganggu hak-
hak asasi narapidana. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana
berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang
tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian
narapidana. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari lapas berhak
mendapatkan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukanhal ini
sesuai Pasal 29.

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan
dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum,
atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Selain kunjungan
narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Hal
tersebut diatur dapam pasal (34), Pasal (34) A, Pasal (34) B, Pasal (34) C dan
Pasal (35). Dalam ketentuan tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat
sesuai Pasal (34) ayat 2. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1.  Narapidana berkelakuan baik.

2.  Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Tidak sedang

UNIVERSITAS MEDAN AREBA.
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menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan

telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS

dengan predikat baik.

Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga harus
memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk
membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar
lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk
Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;telah mengikuti
program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan.

Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga
Negara Indonesia, atautidak akan mengulangi perbuatan tindak pidanaterorisme
secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme. Untuk Pasal 34 ayat (1) hanya berlaku terhadap
Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Mengenai Asimilasi diatur dalam Pasal 36, Asimilasi diberikan kepada Narapidana
dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani

masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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pertama. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan
transnasional terorganisasi lainnya, diberikanAsimilasi apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan
dengan baik; dantelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Asimilasi dapat
dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatanmelanggar ketentuan
Asimilasi. Pada Pasal 38A Asimilasi untuk Narapidana yangdipidana karena
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1),
diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

Narapidana selain berhak mendapat remisi dan asimilasi juga berhak Cuti
Tahanan bagi narapidana di atur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti. Cuti
sebagiamana dimaksut meliputi:

(1) Cuti Mengunjungi Keluarga
Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia
yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(2) Cuti Menjelang Bebas.

Cuti Menjelang Bebas tidak berlaku bagi Anak Sipil. Bagi Narapidana yang
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak
asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,
diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan

sebagaimana diataur dalam ayat (3) huruf a, b, ¢, d sebagai berikut:Telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9
(sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-
kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga)
masa pidana; Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling
lama 3 (tiga) bulan; dan Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan. Pertimbangan ini wajib memperhatikan kepentingan
keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Mengenai
Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (6),
sampai pasal 43 B ayat 6. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan
Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat telah
menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3
(dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan)
bulan;berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9
(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa
pidanajtelah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan
bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan
Narapidana.

Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidanayang
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan
kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak
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hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang
dilakukannya;telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana,
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan)
bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa
pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran danpenyesalan atas
kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga
Negara Indonesia, atautidak akan mengulangi perbuatan tindakpidana terorisme
secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme. Pada ayat (2) diterangkan bahwa pembebasan
hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun.

Untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana atau
anak didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a.  Kutipan putusan hakim (ekstrakvonis);

b. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan atau Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;

c.  Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian
Asimilasi, pembebasn Bersyarat, Cuti Menjalang bebas, Cuti Bersyarat
terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;

d.  Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang
dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa
pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;

e.  Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi,
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dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan;

f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang aka menerima narapidana dan
anak didik pemasyarakatan seperti keluarga, sekolah instnsi pemerintah atau
swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnyal.urah
atau Kepala Desa;

g.  Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat
tambahan:

1.  Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara asing yang
bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatana tidak
melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;

2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status

keimigrasian yang bersangkutan.*

35 C.1.Harsono, Sistem Baru Pimbinaan Narapidana, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995),
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
3.1.1. Waktu Penelitian
Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 setelah

dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi.

Bulan

Desember | Februari| April-

Agustus | November Keterangan

No | Kegiatan - Januari | - Maret Mei
2022 | 2022 2022 | 2023 | 2023
112341234123 41/2/3/41234

1 Pengajuan

"~ [ Judul

) Seminar

" | Proposal

3. | Penelitian

Penulisan

4 dan

" | Bimbingan

Skripsi

5 Seminar

" | Hasil

6 Sidang

" | Meja Hijau

3.1.2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan
Jalan Lembaga Pemasyarakatan Nomor 27 Tanjung Gusta Kecamatan Medan
Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara, 20125.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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3.2.Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitianyang
menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan
adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum,
serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.>¢

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan
dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakananalisis. Proses
dan makna (perspektif responen) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif.

Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.®’

3.2.2. Jenis Data
Ada tiga macam jenis data pada umumnya yaitu yang akan di jelaskan di
bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan
analisis ini:
a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber
atau masyarakat.>® Data primer dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

36 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2017), hal. 47.
37 https://dspace.uii.ac.id , 02 Desember 2022, Pukul 05.23 WIB.
UNIVERSITAS MEDAN AREi4.
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Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid-19.

4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat

b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian
kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau
dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi.*

Rangkuman dokumentasi hasil wawancara pejabat yang memahami

Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme,

dimana pejabat yang diwawancarai tersebut memiliki kapasitas sebagai

informan dan narasumber.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan
bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-

penelusuran di internet, dan kamus hukum.

3.3.Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan
melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari
para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum,

jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-

3 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu Hukum,
UNIVERSITAS MEBANuAR Rndar Maju, 2005), hal. 65.
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peraturan tentang Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana Terorisme.

2. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan
kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada
Lapas Kelas 1 Medan untuk mengambil contoh kasus dan melakukan
wawancara terkait Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi

Narapidana Terorisme yang terjadi.

3.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan
pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan
kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis
dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk
mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data
berupa teori yang diperolehdikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan,
selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas
tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara
deskriptif analis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap
gejala dan fakta dalam pelaksanaan Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat
Bagi. Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Medan).*® Dan diakhiri
dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari

permasalahan yang dirumuskan.

40 Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, (Medan: Area
UNIVERSITAS MED#Nré&R Bss, 2012), hal. 66.
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BAB YV

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

l.

Pengaturan Hukum Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana
Terorisme di Lapas Kelas 1 Medan telah diakomodir dalam Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), secara khusus dimuat UU
Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mana
fokus dalam PP ini mengenai persyaratan untuk mendapatkan reintegrasi
melalui pembebasan bersyarat oleh narapidana terorisme, Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Reintegrasi pembebasan bersyarat ini bagi narapidana terorisme di Lapas
tanjung gusta Kelas 1 Medan yaitu untuk pembauran narapidana di
tengah-tengah masyarakat sekaligus mengukur seberapa siap dan mampu
untuk berkumpul kembali di tengah-tengah masyarakat. Selain penting
bagi narapidana juga penting bagi Lapas Kelas 1 Medan terutama untuk
dapat dijadikan barometer atau tolak ukur untuk mengukur kesuksesan

pembinaan di lapas kelas 1 Medan dan sekaligus mengurangi
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jumlah penghuni lapas yang mempengaruhi kekondusifan di dalam lapas
kelas 1 medan

Beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan bagi terwujudnya
proses reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat ini adalah
tingginya ideologi para Narapidana Terorisme ini serta narapidana
terorisme memiliki pendirian yang kuat, mereka bersikukuh tidak
bersedia untuk mengucapkan janji setia kepada NKRI padahal
merupakan sebuah syarat dalam pembebasan bersyarat . Selain itu, tidak
ada penjamin dari keluarga yang bersedia dalam pelaksanaan

pembebasan bersyarat

5.2.Saran

1.

Diharapkan pengaturan hukum sudah diatur cukup jelas dan diakomodir
dalam berbagai peraturan perundang-undangan oleh karenanya kepada
setiap petugas Bapas sebaiknya lebih memperhatikan tiap narapidana
lapas untuk selalu diedukasi agar tetap mengikuti program reintegrasi
pembebasan bersyarat di Lapas Kelas 1 Medan untuk dapat diwujudkan
pelaksanaan program reintegrasi secara baik dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dengan melakukan pembinaan kepada narapidana
terorisme.

Dikarenakan pentingnya program reintegrasi untuk mempermudah pihak
lapas dapat berbaur di lingkungan masyarakat serta untuk mengurangi
jumlah anggota lapas agar terciptanya lingkungan yang kondusif di
wilayah lapas sebaiknya pihak lapas secara rutin mendata narapidana
yang memenuhi syarat untuk ikut dalam program reintegrasi serta

untuk setiap narapidana diberikan edukasi dan sosialisasi untuk
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menanamkan rasa cinta kepada NKRI.

3. Sebaiknya dilakukan penambahan informasi kepada tiap wali narapidana
berupa contact person berupa nomor telepon ataupun email untuk dapat
dihubungi sehingga bagi narapidana yang akan mengikuti program
reintegrasi sosial memiliki penjamin dari pihak keluarga yang akan
mempermudah pihak lapas untuk menjamin dan mendampingi
narapidana saat jalannya program reintegrasi di tengah-tengah

masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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